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ABSTRAK
Pada zaman sekarang pinjam meminjam uang sudah semakin mudah dengan adanya
sistim online, salah saty yang injam meminjam yang

uan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

gan telah memberikan payung hukum melalui
. Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun Rumusan
Mas_mah yang digunakan adalah Bagaimana Hubungan Hukum antara kreditur dan
debitur pada perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan bagaimana
tanggung hukum penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan yuridis normatif yang
bersifat analisis-deskriptif ,sumber bahan hukum yang di ambil adalah sumber bahan
aukum primer,sekunder dan tersier membahas tentang pengaturan perjanjian pinjam
meminjamuang dengan skema P2P serta Pertangungjawaban perusahaan Fintech P2P
menurut Undang- Undang dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan
hukum yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bagaimana
pelaksanaan dan pengaturan perjanjian pinjam meminjam dengan skema P2P dan
bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada konsumen.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan pendanaan dari istilah Bahasa Inggris
Financial Institution, sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan
usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai
usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan
pembiayaan.! Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di
sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah
lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal,
reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah
harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk
diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk

mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Bl),

! Muliaman D. Hadad, 2017, Financial Technology (Fintech) di Indonesia, diakses di
http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20June&202017.pdf, him. 1 pada tanggal 28
Februari 2020.



http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20June%26202017.pdf

pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen.? Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disahkan
pada Bulan November 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).?

Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang
independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari
suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga
yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesiaakan
dialinkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-
perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun,
sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain

yang menyelenggarakan pengolaan dana masyarakat.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan

kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan

2 Bank Indonesia, Unit Khusus Musium Bank Indonesia — Sejarah Bank Indonesia “Topik
Khusus Tentang Kelembagaan BI”, di akses di http://www.bi.go.id/id/tentang- bi/musem/sejarah-
bi/bi.pdf, artikel, pada tanggal 28 Februari 2020.

3 Ahmad Solahudin, 2015, Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan
Dalam Pengawasan Bank, Jurnal 1US Kajian Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 1, diakses di
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/article/view/202, him.50-51

4 Bank Indonesia, Unit Khusus Musium Bank Indonesia — Sejarah Bank Indonesia “Topik
Khusus Tentang Kelembagaan Bank Indonesia”, Loc Cit.



http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/musem/sejarah-bi/bi.pdf
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/202

dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan
adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun

dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.’

Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-
bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau

konsumennya. Menurut Muliaman D. Hadad, yaitu:

“Fintech merupakan sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu
sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan,
kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis, yang dikenal
sebagai Inovasi Disruptif.”®

Menurut penjelasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi, dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat
terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam
meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan
Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut

berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.’

5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
him. 2.

® Muliaman D. Hadad, Op. Cit., him. 3.

" Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, him. 1, diakses di
https://www.ojk.go.id/id/requlasi/Documents/Pages/POJK-tentang-L ayanan-Pinjam-Meminjam-Uang-




Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat
membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa
keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling
mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk
elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum
untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para
pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online,
penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan
penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para
pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam
sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara
cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat
menjadi salah solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke

hari yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi, masyarakat sudah

Berbasis-Teknologi-Informasi/SAL%20-%20PENJEL ASAN%20POJK%20Fintech.pdf, pada tanggal
28 Februari 2020




memiliki pandangan hidup kedepan (visioner) dalam menghadapi kebutuhan

hidup yang semakin banyak dan tidak terduga di masa depan.®

Peer to Peer Lending pertama kali dikenal di Inggris melalui
perusahaan Zopa pada Tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para
pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep Peer to Peer Lending karena
dampak dari krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran
kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para
deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif

dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.®

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi Pada Tanggal 28 Desember 2016. Berdasarkan peraturan
tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata

8 Dian Husna F., dan Yunanto, 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan
Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Law Reform: Vol. 11 Nomor 2, Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, him. 208, diakses di
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768/11783, Pada tanggal 28 Februari
2020.

° Diakses di http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending, pada
tanggal 28 Februari 2020


https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768/11783
http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

jaringan internet.°

Peer to Peer Lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang
sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam
meminjam uang sebagaimana diatur Pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak
yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para
pihak ini memiliki hubungan secara langsung melalui perjanjian pinjam
meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak
lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan
syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama

dari macam dan keadaan yang sama pula.!

Perusahaan penyelenggara Platform Peer to Peer Lending memiliki
kemiripan dengan perbankan yang menerima yang dari deposan dan
menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan
penyelenggara peer to peer lending bukanlah perbankan. Bank merupakan

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

10 pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.

11 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam
Peer to Peer Lending, JH 1US QUIA IUSTUM: Volume 25 Issue 2, Yogyakarta, Fakultas Hukum UlI,
him. 321, diakses di  https://jurnal.hukumonline.com/download/5¢b4a03a01fh730011dd3a36, pada
tanggal 28 Februari



https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb4a03a01fb730011dd3a36

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.?

Mengingat perusahaan yang menjalankan Platform Peer to Peer Lendng
bukanlah perbankan sementara pinjaman melalui Peer to Peer Lending mirip
dengan kegiatan usaha perbankan, pemberi pinjaman dengan perusahaan
penyelenggara Platform Peer to Peer Lending yang tentu dalam hal ini
ketentuan hukumnya berbeda dengan ketentuan hukum antara nasabah
penyimpanan dana dan perbankan. Kepastian hubungan hukum ini diperlukan
agar kegiatan usaha peer to peer lending tidak terkategori sebagai bank gelap

atau shadow banking.*3

Mengawasi Platform Peer to Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan
memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah
mengeluarkan peraturan mengenai layanan Fintech Jenis Peer to Peer Lending
pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal
1313 KUHPerdata merumuskan “suatu perjanjian adalah sautu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Psl. 1 angka 2.
13 Op. Cit., hlm. 233.



atau lebih”. Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313
KUHPerdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum
mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap.}* Dalam BAB
IV, Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 18 Menyebutkan :*°

Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi Meliputi :
a. Perjanjian Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Pasal 18 tersebut menegaskan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi menyebutkan 3 (tiga) subyek
hukum vyaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman,
Penjelasan Pasal 18 tersebut menegaskan ‘Perjanjian Antara Penyelenggara
dengan Pemberi Pinjaman merupakan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksud sebagai
Penyelenggara, namun ketidakjelasan mengenai penyelenggara dalam
Ketentuan Pasal 18 menjadi ketakutan sekaligus kebingungan bagi pembuat

perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Apakah Penyelenggara

14 Subekti, R., 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bogor, him. 282.
15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 18



yang dimaksud merupakan Otoritas Jasa Keuangan sendiri atau Perusahaan

Fintech.

Namun, Pada penjelasan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Bahwa
Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan,
mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi, yang dengan ini maka dapat disebutkan sebagai pihak ketiga yang
menyediakan tempat untuk pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu
dalam sebuah Platform yang khusus menyediakan jasa layanan pinjam

meminjam berbasis teknologi.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Juga menyebutkan bahwa:

(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi dituangkan dalam Dokumen Elektronik, dan dalam Pasal
20 menjadi pembeda antara Pasal 18 dan Pasal 20 itu sendiri, Pasal 20 ayat 1
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menyebutkan
Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, yaitu antara
kreditur dan debitur, dan Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa Penyelenggara
wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi

pinjaman yang diterima.



Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan
menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.!® M.Yahya Harahap mengatakan
bahwa “Perjanjian atau verbentenis mengandung pengertian : suatu hubungan
hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi
kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.”*’ Hal ini juga yang
dapat dikatakan bahwa perikatan timbul karena adanya suatu perjanjian antara

kedua belah pihak yang membuat.

Maka dari itu, selain mengawasi Platform Peer to Peer Lending yang
telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, peranan Otoritas Jasa Keuangan
sebagai Lembaga Independen juga bertugas dalam memberikan Kepastian
Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Platform Peer to Peer Lending,
dengan bahasan yang telah dibahas diatas mengenai Pasal 18 dan Pasal 19
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menjadikan pokok

bahasan dalam penulisan ini.

Maka dari itu Penulis menulis Judul yaitu “TINJAUAN YURIDIS

PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS

16 Ruchmadi Usman, 1996, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung, him. 26.
7 H. Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, him. 99.



TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI™.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian
layanan pinjam meminjam berbasis tekhnologi informasi berdasarkan
peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi ?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Penyelenggara Layanan Pinjam
Meminjam Uang berbasis tekhnologi informasi yang menyebabkan
kerugian bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis
tekhnologi infomrmasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara kreditur dan
debitur dalam perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis tekhnologi
informasi berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01
2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi
Informasi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Penyelenggara

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis tekhnologi informasi yang



menyebabkan kerugian bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang
berbasis tekhnologi informasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai
peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Independen Pada
Perlindungan Konsumen Peminjam Peminjaman Dalam Platform Peer
to Peer Lending, dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi
penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
dalam bidang Hukum Perdata serta dijadikan pedoman oleh pihak-
pihak yang membutuhkan, adapun pihak yang dapat memberikan

manfaat antara lain:

1) Otoritas Jasa Keuangan
Hasil penelitian ini dapat memberikan analisis serta kritik dan
memberikan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat

memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam



meminjam berbasis fintech. Selain itu penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai salah satu refrensi dalam melakukan kajian-
kajian bidang perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech.

2) Pihak yang melakukan pinjam meminjam berbasis fintech hasil
penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada
pihak yang akan melalukan perjanjian pinjam meminjam
berbasis fintech, serta penelitian ini juga dapat berguna sebagai

salah satu refrensi untuk melakukan kajian-kajian yang sejenis.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang
hukum perdata dengan fokus kepada pembahasan mengenai perjanjian layanan
pinjam meminjam berbasis teknologi yang membahas juga mengenai
peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian



Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, adapun syarat-
syarat perjanjian yang sah terdapat dalam Pasal 1356 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. yaitu harus adanya kesepakatan para pihak,

kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal (causa yang halal).®

Perjanjian sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari
seperti perjanjian jual beli dan semacamnya dan perjanjian ini diatur dalam
buku 11l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala
perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang”

untuk mereka yang membuatnya.

Artinya, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak.
Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan
persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang

ditetapkan oleh undang-undang.

Adakalanya ada juga, suatu perjanjian, meskipun dengan

persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Penarikan kembali atau

18 \Van Der Burght, 1999, Buku Tentang Perikatam, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, him.



pengakhiran oleh satu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-

perjanjian di mana hal itu di izinkan.®

Biasanya dalam perjanjian-perjanjian yang kedua pihak terikat
untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah
satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan.Misalnya dalam

perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).?

Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara
menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan
dan keadilan. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang
ada dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya
perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
Memang sudah seharusnya, pertama kali hakim harus memperhatikan apa
yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru kemudian
jikalau sesuatu hal tidak diatur dalam surat perjanjian dan dalam undang-
undang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal itu, hakim harus
menyelidiki bagaimanakah biasanya hal yang semacam itu diaturnya di

dalam praktek. Jika ini juga tidak diketahuinya karena mungkin hal itu

19 Subekti, 2011, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31, Jakarta, PT. Intermasa, him. 139.
20 |pid.



belum banyak terjadi, hakim itu harus menetapkanya menurut perasaanya

keadilan.?!

Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada masyarakat,
tentang bagaimana caranya membuat perjanjian, untuk itulah pemerintah
lalu membentuk Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar
dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat yang pengetahuan
hukumnya tidak sehandal pemerintah, agar perjanjian yang dibuat menjadi
benar atau sah. Ini penting, mengingat segenap masyarakat dalam
kehidupan keseharianya selalu melakukan perjanjian. Sebab bila perjanjian
yang dibuat dan dipakai itu sah, andai kata di belakang hari ada pihak yang
rugi, maka hukum dapat memberikan bantuanya agar kerugian yang
diderita dapat pulih, misalnya menyelesaikan pemulihan tersebut melalui

proses peradilan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki
kekuatan mengikat sama dengan undang- undang bagi para pihaknya.
Perihal pemulihan kerugian, memiliki hubungan erat dengan pasal 1131
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai benteng yang sengaja
dipersiapkan sejak dini dan strategis oleh pemerintah. Pasal 1131 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata bernarasi, bahwa segala benda, baik yang

21 1bid., him. 139-140



bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih
akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan- perikatan yang melilit
setiap orang. Ini semua demi terwujudnya “hak”  ataupun demi
terpulihkanya “hak yang cedera atau musnah” yang dialami oleh
seseorang. Inilah salah satu bukti akuntabilitasnya hukum saat dijadikan

bingkainya perjanjian.?

Teori perjanjian digunakan untuk melihat bahwa perjanjian pinjam
meminjam berbasis teknologi informasi ini untuk menguatkan bahwa
perjanjian yang dimaksud pada penelitian skripsi ini untuk membahas dari
segi dasar hukum vyaitu yang telah disebutkan diatas, bahwa perjanjian
merupakan dasar dari adanya suatu perikatan antara peminjam dan
pemberi pinjaman terutama dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis

fintech atau teknologi informasi.
2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab
juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam
hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen,

diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus

22 Moch. Isnaeni, Op. Cit., him. 64-65.



bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan

kepada pihak-pihak terkait.

Dalam kamus hukum ada istilah yang menunjuk pada pertanggung
jawaban Responsibility dan Liabillity. Responsibility merupakan hal yang
dapat dipertanggung jawaban atas suatu kewajiban dan termasuk putusan,
keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban
bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan Tanggung
Jawab Responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala
sesuatu, jika terjadi permasalahan, dituntut, dan diancam hukuman oleh
penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan

sendiri atau orang lain.?®

Sedangkan Lliability merupakan istilah hukum yang luas yang
menunjuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti,
yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan
kewajiban seara aktual dan potensial seperti kerugian yang dialami oleh
konsumen atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan
undang-undang. Dapat pula berarti menganggug segala sesuatu kerugian
yang terjadi akibat perbuatananya atau perbuatan orang lain yang

bertindak untuk dan atas namanya pertanggung jawaban Liability dapat

335-337.

23 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, him.



diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak

yang dirugikan.?*

Menurut Peter Salim pengertian tanggung jawab dapat

dikelompokan menjadi tiga, yaitu :?°

Tanggung jawab dalam arti accountability;

o

Tanggung Jawab dalam arti Responsibility;

o

Tanggung jawab dalam arti hability;
d. Teori Kepastian Hukum.

Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai kepastian
hukum seperti Kalsen dan Utrecht. Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah
system norma, sedangkan norma sendiri adalah pernyataan yang
menekankan aspek yang seharusnya atau das solen, dengan
mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya
dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberative. Undang- undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi acuan bagi individu untuk bertingkah laku didalam
kehidupan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.?®

24 K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009, Jakarta, PT.
Grafindo Persada, 2011, him. 2017.

2 1hid.

26 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, him 158.



Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang perta
yaitu adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak untuk dilakukan, lalu
yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu, dari kesewenangan
pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

negara kepada individu.?’

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan
diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif-
yuridis. Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas,

sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.?®

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menalaah
semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang diangkat.?® Dalam penelitian ini undang-undang yang

27 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, him 158.
28 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1993, him. 23.
29 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Media Group, him. 92,



digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang hukum Perdata,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Mengenai

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan
ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pihakan
untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu
hukum vyang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide
dengna memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,

maupun asas hukum relavan dengan permasalahan.*

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder Terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan

tersier :

1) Bahan Hukum Primer

30 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia
Publishing, 2006, him. 324.



Dalam bentuk antara lain Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Mengenai

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum
primer, hasil- hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah,
jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas, majalah-majalah hukum yang didapatkan

melalui studi kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

maupun kamus hukum, enskilopedia dan ilmu lain yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan
kualitatif. Yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam

bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis



sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.3!
Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering
digunakan yaitu Content Analysis Method.

5. Analisis Bahan Hukum
Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan
kualitatif. Yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam
bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis
sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang
diteliti.> Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering
digunakan yaitu Content Analysis Method.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara.
Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara
deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang
bersifat umum ke hal- hal yang bersifat khusus.®® Sedangkan cara yang
kedua adalah secara induktif yaitu kebalikan dari cara deduktif. Dalam
penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara
deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat

umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

31 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 41.
%2 1bid., hlm. 56
33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, him. 22.
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